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NOMOR 42 TA}IUI 2015

TENTANG
PERUBAIIAIT ATAS PERATURAN BUPATI SAIUBAS NOMOR 5? TAHUil 2OO8

TTNTAI{G STRUK?UR ORGAITISASI, ?UGAS POKOK, ru$GSI DAN TATA

KERJA KANTOR KESA.TUAIT BAltdsA, POLITIK DA1I PTRLIITDUNGAII

MASYARAI(AT KABUPATEN SAMBAS

DTI{GAIS RAHMAT TUTIAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS'

Menimbang : a.'

b.

bahwa berdasarkan pasal 36 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman

Orlanisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, disebutkan bahwa dalam hal
pemerintah Daerair Kabupaten/Kota tidak membentuk
BPBD Kabupaten/Kota, maka penangallan

penanggulangan beniana diwadahi dengan fungsi yang

t"t*"*L*i",, dettg*, fungsi penanggulangan bencana;

bahwa sebagai tindak lanjut penetapan kebijakan
penataan organisasi secara menyeluruh _b-erdasarkan
amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2o1"4 tentang
pemerintahan baerah, mai.a untuk mempertegas dan
memperjelas fungsi penanganan penanggulangan
UerrcanJ pada Xantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
perlindungan Masyarakat maka perlu merubah
Peraturan-Bupati sambas Nomor 57 Tahun 2008 tentang
struktur organisasi, Ttrgas Pokok, Fungsi dan Tata Keda
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat KabuPaten Sambas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu
menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas
Nomor 57 Tahun 2oo8 tentang struktur organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan
Baigsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Sambas;

L. undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun
1gS3 tentang Pimbentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan {Gmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820) ;

c.

Mengingat



2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Nigara (f,eirbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Al4 Nomoi 6, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9a);

3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2474 tenta:rg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Taxtbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah dua kali diubah beberapa ka1i, terakhir dengan

undang-und.ang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

nepirUtitr Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2aa7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47371;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2aa7 tentang
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind,onesia Tahun 2ao7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7atl ;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2oo8 tentang
Kecamatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8261;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2aa7
tentang Petunjuk Teknis Penataan organisasi Perangkat
Daerah;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daeralr;

t2. Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 9 Tahun
2008. tentang Pembentukan, susunan organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sambas
(Lembaran Daerah Kabupaten sambas Tahun 2008
Nomor 9);



13. Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 1 Tahun

2015 tentang Urusan Pemerintahan Daera}r ( I,embaral
Daerah Kabirpaten Sambas Tahun 20015 Nomor 3'

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sambas Nomor

11).

MEMUTUSKA!t !

Menetapkan : PERATIIRAI{ BUPATI TEITTANG PERUBAIIAN ATAS

PERATURAI{ BUPATI SAMBAS NOMOR S7 TAIIUT 2OO8

TEI{TANG STRUKTUR ORGAI{ISASI' TUGAS POKOK, FUUGSI'

DANTATAITER.IAKANTORKESATUAI{BANGSA,POLITIKDAN
PERLINDUNGAIT MASYARAKAT ITABUPATEN SAMBAS'

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008

tentani Struktur Organisasi, T\rgas Pokok, -Funqsi 
Dan Tata Ke1:a Kanor Kesatuan

Bangsa, politik dan*PerlindungJn Masyarakat kabupaten Sambas (Berita Daerah

Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomlr 2a1) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah, sehlngga secara keseluruhan berbunyl sebagal

berikut :

"Pasal 3"

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Bupati

ini, Kantor Kesatuan ganssd Po[tik dan Perlindungan Masyarakat

mempunyai fungsi :

a. penyusunall program dan pengendalian dibidang Kesatuan Bangsa, Politik

dan Perlindungan MasYarakat;

b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis

sesuai dengan 1i"*"rrarrgan daerah dibidang Bina Ideologi dan Wawasar

Kebangsaan, Kewaspadlan dan Ketahanan Bangsa, bidang perlindungan

masyarakat dan bidang Politik Dalam Negeri;

c. Penyelenggaraan urusall pemerintahan dan pelayanan umum bidang

Kesatuan Bu.rrgua, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan MasYarakat;

e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terPadu dan menYeluruh

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinYa.

2. Ketentuan pasal 4 ayat (U dan ayat l2l dlubah, sehingga secara

keseluruhan berbunyi sebagai berihut :

"Pasal 4"

(U Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat terdiri dari :

a. Kepa1a Kantor;



3.

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. seksi Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa;

d. seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;

e. seksi Politik dalam Negeri dan Hubungan antar Lembaga;

f. Jabatan Fungsional'

(21 Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran

merupakan n*grar, y""s tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Ketentuan pasal g ayat (u dan ayat l2l diubah, sehingga secafa

keseluruhan berbunyi sebagal berikut I

"Pasal 9'

tu seksi Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan , darr Kesatuan Bangsa

sebagaimana dimalisud pasal 4 ayat (tf huruf c Peraturan Bupati ini'

mempunyai tugas *"rrgr*pul dan **1q6Uf, bahan perumusan kebijakan

teknis serta p*ilUit ""ri 
dibidang Bina ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Bangsa.

(2) Seksi Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan, dan Kesatuan Bangsa

sebagaimana dimaksuA "V"t 
(1) pasal inl aipimpin oleh-seorang Kepala

Seksi yang berada dibawah dan 
'nertanggUngjawab kepada Kepala Kantor'

Ketentuan pasal 1O ayat {1} diubah, sehingga secara keselumhan berbunyl

sebagai berikut :

" Pasal 10"

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), Seksi Bina

Ideologi Wawasan Kebangsaan din Kesatuan Bangsa, mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja di seksi Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan

dan KetahalLalL Bangsa;

2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi

Bini tdeolog Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa;

3. Pembinaan terhadap penyelenggaraan Bina ldeologi, Wawasan Kebangsaan

dan Ketahanan Bangsa;

4. Pengaturan tugas dalam inventarisasi dan identifikasi untuk
penyelenggaraan Bina ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

B*rrgsa sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;

5. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap

pelaksanaan tugas pada Setsi Bina ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Bangsa;

6. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

7. Pelaksanaan tugas lain pada Seksi Bina ldeologi, Wawasan- Kebangsaan dan

Ketahanan earigsa yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat'

4.



I

5. Ketentuan pasal 11 ayat (u dan ayat {2} diubaho sehlngga secafa

keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

(1)

u Pasal 1 L'

seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan - Bencana

sebagaimana dimiksud pasal 4 ayat (f) luyf d Peraturan Bupati ini,

mempunyai tusas ;r'"Lp"f dan mengolah bahan perumusan kebijakan

teknis serta p"*tiri""" dibidang Perlindungarl' Masyarakat dan

Penanggulangan Bencana.

seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

sebagaimana aimJt sud ayai {1} pasal ini, dipimpin oleh-:*ot3tg Kepala

Seksf yang berada dibawah aan UJrtanggungiawab kepada Kepala Kantor'
12)

6. Ketentuan pasal 12 diubahn sehingge secara keselunrhan berbunyi sebagai

ber{kut:

"Pasal 12"

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal -l^2' Seksi

Periindung*r, iul**yarakat din penangg,rt*ttg*tt Bencana mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana keda di Seksi
Penalggulangan Bencana;

2. Pengumpulan dan pengolahan bahan
penyelenggaraan kewaspadaan dini,
penangulangan bencana;

3. Pembinaan terhadap peningkatag kewaspadaan dini, perlindungan

masyarakat dan penanggulangan bencana;

4. pengaturan tugas dalam inventarisasi dan identi{ikasi untuk pelaksanaan

kewispadaan dini, perlindungan masyarakat dan penarggulangan

bencana sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;

5. Pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana dan perlindungan

masyarakat;

6. Pelaksanaan monitoring, penjrusunan bahan evaluasi dan laporan

terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Perlindungan Masyarakat dan

Penanggulangan Bencana;

7. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

B. Pelaksanaan tugas lain pada seksi Perlindungan Masyarakat dan
penanggulangan -Berrcana V*S diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat'

Perlindungan MasYarakat dan

perumusan kebijakan teknis
perlindungan masYarakat dan



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangalr Peraturan

Bipati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas'

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Ol<tober 2015

BTIPATI SAI}IEAS,

ttd

JI'LIARTI I}.'T'?{ARI}I ALSN

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 27 Olctaber 2015

SEKRETARTS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan AslinYa
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERqNDANG-UNDANGAN,

MARIANIS. SH.MH
Pembina [Vla)

NrP. 19640112 200003 I oo3


